KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/74 TAHUN 2025
TENTANG

TIM PENYUSUN STANDARDISASI HARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

1.

PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026
GUBERNUR JAWA TENGAH ,

bahwa guna tertib administrasi pelaksanaan kegiatan
Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah terutama  yang
berkaitan dengan standardisasi biaya , telah ditetapkan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020
tentang Standar Harga Satuan P rovinsi Jawa Tengah
sebagaimana telah  beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 202 3
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan P rovinsi Jawa Tengah ;

bahwa dalam rangka mengantisipasi usulan perubahan dan
guna kelancaran standardisasi harga satuan barang/jasa di
lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk

Tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah ;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a , dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Tim Penyusun Standardisasi Harga Di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 202 6;

Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem erintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerint ah Pengganti Undang -Undang
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang -
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 3
Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6 856);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Repu blik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Presiden N omor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);



